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Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendatangani
kesepakatan bersama untuk mengambil tindakan tegas terhadap ribuan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang
sudah  berketetapan  hukum  tetap  (inkracht).  Keputusan  Bersama  ini
berlaku sejak ditandatangani, yaitu 13 September 2018.

Melansir  laman  Sekretariat  Kabinet,  Minggu  (15/9/2018),  kesepakatan  itu
dituangkan dalam Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala
BKN tertanggal  13  September  2018,  dengan  nomor  182/6597/SJ,  Nomor  15
Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS
Yang  Telah  Dijatuhi  Hukuman  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Yang
Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Keputusan Bersama itu dilakukan dalam rangka sinergitas dan koordinasi
Kementrian/Lembaga  dalam rangka  penegakan  hukum.  Ini  khususnya
terkait  penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai  PNS  yang  telah  dijatuhi  hukuman  berdasarkan  putusan
pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap  karena  melakukan  tindak
pidana  jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang  ada  hubungannya
dengan jabatan.

Menurut  Keputusan  Bersama  itu,  penjatuhan  sanksi  berupa
pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PYB).

Selain itu, juga ada penjatuhan sanksi kepada PPK dan PYB yang tidak melakukan
penjatuhan sanksi memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang telah dijatuhi
hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena
melakukan  tindak  pidana  jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang  ada
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hubungannya  dengan  jabatan.

“Penyelesaian  ruang  lingkup  keputusan  bersama  ini  paling  lama  bulan
Desember  2018,”  bunyi  diktum  Ketiga  Keputusan  Bersama  itu.

Sebagaimana  diberitakan  sebelumnya,  berdasarkan  data  Badan  Kepegawaian
Negara  (BKN)  tercatat  hingga  kini  masih  2.357  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)
pelaku  tindak  pidana  korupsi  (tipikor)  yang sudah berstatus  inkracht  namun
masih tetap aktif bekerja.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di
Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi,
dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat,”
kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa.

Badan Kepegawaian  Negara  (BKN)  menginformasikan  hingga  kini  masih  ada
2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang
sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di
Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi,
dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat,”
kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa,
seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (14/9/2018).

BKN mendesak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota,  Pemerintah Provinsi,  dan
K/L yang masih mempekerjakan PNS Tipikor inkracht membuat langkah tegas. Ini
agar ada penambahan signifikan tentang yang diberhentikan tidak dengan hormat
dari  birokrasi  mengingat  yang  dilakukan  PNStersebut  jelas-jelas  merugikan
negara.

Terkait PNS yang dalam tuntutan primer tidak terbukti melakukan tindak pidana
korupsi  namun  dalam  tuntutan  subsider  dinyatakan  terbukti,  Deputi  Bidang
Pengawasan  dan  Pengendalian  BKN  itu  menegaskan,  baik  terbukti  primer
maupun terbukti subsider PNS tersebut harus diberhentikan dengan tidak
hormat.



“Sesuai Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka
pemberhentian terhitung mulai akhir bulan putusan inkracht (berlaku
surut),” tegas Nyoman Arsa.

BKN sendiri, lanjut Nyoman Arsa, telah melakukan pemblokiran data PNS tindak
pidana korupsi yang sudah memiliki keputusan inkracht. Hal ini dilakukan dalam
rangka  pembinaan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan
mencegah  kerugian  Negara  yang  lebih  besar.

Selain  itu,  BKN  telah  mengirimkan  surat  kepada  Pejabat  Pembina
Kepegawaian (PPK) pusat maupun daerah untuk mentaati pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil  Negara,
khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b.

Mengenai  pengembalian  gaji  PNS  yang  harus  diberhentikan,  Deputi  Bidang
Pengawasan dan Pengendalian BKN I  Nyoman Arsa mengatakan,  yang harus
menanggung pengembalian gaji  dan tunjangan jabatan yang telah dibayarkan
terhadap  PNS  Tipikor  adalah  PNS  itu  sendiri  atau  PPK  yang  mengaktifkan
kembali (instansinya).
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